BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 19 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengakomodasi perubahan anggaran yang

Mengingat:

dialokasikan ke desa dan untuk mewujudkan efektifitas

pengelolaan alokasi dana desa perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek

Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi

Dana Desa;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara



10.

11.

12.

13.

14.
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Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014
Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 39);



15.

16.

17.

Menetapkan:

-4 -

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor
3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah

Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 58);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2015 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 19 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek

Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi

Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015

Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan dalam romawi Il Lampiran Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa diubah sehingga romawi Il

berbunyi sebagai berikut:



2.
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PENGORGANISASIAN
Pengorganisasian pengelolaan ADD merupakan satu
kesatuan dengan pengelolaan APBDesa.

Kepala Desa membetuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK),

terdiri dari:

a. Ketua . Kepala Seksi/Kepala Urusan

b. Sekretaris . Perangkat Desa/Unsur Lembaga
Kemasyarakatan Desa

c. Anggota : Perangkat Desa/Unsur Lembaga

Kemasyarakatan Desa dengan
jumlah sesuai kondisi di Desa
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas:
a. membuat rencana kerja pelaksanaan kegiatan;
b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan itu
sesuai dengan rencana Kkerja;
Cc. menginventarisir data perkembangan pelaksanaan dan
penyerapan ADD;
d. menghimpun dan menyusun bahan laporan
pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing
pelaksana kegiatan yang dibiayai dari ADD; dan

e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

Ketentuan dalam romawi Il Lampiran Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa diubah sehingga romawi Il
berbunyi sebagai berikut:

I11. MEKANISME PENCAIRAN ADD

1. ADD disalurkan kepada Desa secara bertahap setiap
tribulan dengan rincian masing-masing sebesar 25%
(dua puluh lima perseratus) setiap tribulan.

2. khusus untuk tribulan 4 (empat) disalurkan sebesar
25% (dua puluh lima perseratus) dari pagu induk
ditambah selisih pagu definitif baru sesuai dengan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3. permohonan pencairan ADD diajukan oleh Kepala
Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.



-6 -

4. pencairan ADD dilakukan setelah Desa tersebut
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

5. penyaluran ADD dilakukan melalui transfer oleh
bendahara pengeluaran pembantu ADD ke rekening
kas umum Pemerintah Desa atas nama bendahara

Desa.

3. Ketentuan dalam romawi IV Lampiran Peraturan Bupati
Trenggalek Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa diubah sehingga romawi IV
berbunyi sebagai berikut:

IV. SYARAT-SYARAT PENCAIRAN ADD
Persyaratan pencairan ADD sebagai berikut:
1. Untuk pencairan belanja bantuan ADD triwulan
pertama harus dilengkapi dengan:
a Peraturan Desa tentang APBDesa;
b foto copy buku rekening kas umum Pemerintah
Desa; dan
c Laporan penggunaan ADD triwulan keempat tahun
sebelumnya.
2. Untuk pencairan ADD tribulan berikutnya harus
dilengkapi laporan  penggunaan ADD tribulan

sebelumnya.
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Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Oktober 2016

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO
Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Che

ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001



